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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis dalam bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertimbangan 
hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual, hakim 
tidak hanya melihat dari aspek hukum, namun segala aspek karena 
penetapan ini berdampak pada masa depan pemohon. Dalam Penetapan 
Nomor 77/Pdt.P/2014/PN.Kln hakim tidak menggunakan dasar yuridis, 
namun berdasarkan agama bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan 
laki-laki dan perempuan. Manusia sudah sepatutnya menerima dan tidak 
merubahnya. Dalam Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Kln, hakim 
menggunakan dasar yuridis. Hal ini dikuatkan oleh narasumber dari hasil 
penelitian. Seseorang berhak untuk merubah jenis kelaminnya, namun 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan medis 
menguatkan hal tersebut. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang 
telah dianalisis, penulis memberikan saran sebagai berikut. 
1. Seyogyanya dalam menetapkan permohonan penetapan, hakim 
menggunakan dasar hukum. 
2. Dalam menolak atau meneriman permohonan penetapan hakim baiknya 
memperhatikan dan melihat aspek hukum, psikologis, dan medis. 
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